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ABSTRAK

Cuti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya
minimal 1 tahun, tetapi di dalam peraturan cuti melahirkan tidak dibatasi
bagi Pegawai wanita yang masa kerjanya belum satu tahun. Setiap Pegawai
Negeri Sipil wanita diberikan hak atas cuti melahirkan selama 3 bulan
lamanya, tetapi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
gmbilahan ini masi terdapat_gegawai negeri wanita yang
aya_secara berlehil Qila dikaitkan dengan
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ABSTRACK

Leave is given to Civil Servants whose working period is at least 1
year, but in the regulations, maternity leave is not limited to female
employees whose working period has not been one year. Every female
Civil Servant is given the right to maternity leave for 3 months, but at the
Department of Jsade and Industry, Indragirighlilir Tembllahan Regency
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukumg yang tidak hanya tunduk

mengurus negara. Tanpa negara, negara tidak akan bisa

berfungsi secara normal. Dengan tidak adanya institusi nasional dalam
struktur nasional, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan negara, dan
bahkan dapat di pengaruhi oleh runtuhnya berbagai pihak dan suatu

negara. (Akbar, 2015, hal. 19)

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, Saat

ini, pemerintah telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.
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Perubahan ini untuk membuat organisasi tata kelola menjadi demokratis.
Usaha untuk menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih,
dan berwibawa selalu menjadi keinginan bagi seluruh masyarakat dan

pemerintahaan di masa sekarang ini. Salah satu unsur manajemen

pemerintal gelolaan kelembagaan

Nl !n\n“ .Qa

r pemerintah
egulasi untuk
negara dapat

aan dan tatanan

masuk kerja di antaranya untuk mengantar anak sekolah, urusan keluarga,
badan kurang sehat, dan ada pula karena sedang mengandung dan pasca
melahirkan. Alasan tersebut bisa terjadi karena Salah satu hak pegawai
negeri adalah meminta cuti. Cuti adalah keadaan absensi yang di
perbolehkan dalam kurun waktu tertentu yang merupakan hak setiap

karyawan Cuti mencakup beberapa jenis, yaitu: cuti tahunan, cuti besar,
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cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting. (Astuti, 2019,

hal. 55)

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian integral dari lembaga

negara dalam mencapai tujuan negara dan bertanggung jawab memberikan
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pegawai negeri sipil sange , karena kestabilan dan stabilitas
organisasi pemerintahan serta perkembangannya tidak terlepas dari peran
serta pegawai negeri. Tugas PNS sebagai lembaga nasional adalah
membantu presiden sebagai kepala pemerintah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Secara harfiah tugas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan harus memastikan bahwa masyarakat menaati semua peraturan

perundang-undangan. Secara umum, ketika menerapkan undang-undang
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dan peraturan, pegawai negeri sipil harus di tugaskan untuk melakukan
tugas resmi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, untuk dapat di katakan

sebagai PNS, syarat-syarat berikut ini harus di penuhi:

a. Ditunjuk oleh penguasa umum;

arga negara
kan, di angkat
suatu jabatan

ji berdasarkan

Pancasila,dan lain-lain.
b. Diangkat oleh pejabat yang diberi wewenang berdasarkan “Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974”, istilah pejabat yang berwenang dan
pejabat yang berwenang diketahui. Pejabat yang berwenang merupakan
pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat atau memberhentikan
Pegawai Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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c. Diserahi tugas dan bertanggung jawab atas tugas tersebut.

d. Di gaji sesuai degan perundang-undangan

Namun dengan perkembangannya, istilah pegawai negeri sipil

menjadi birokrasi negara berdasarkan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun

tersebut di buat oleh pihakegi@k™ yang ingin mewujudkan hak dan

kewajibannya melalui rencana pertukaran untuk mencapai tujuan masing-
masing: “kontrak-kontrak merupakan cara untuk memasuki suatu
kesepakatan sehingga kedua belah pihak memperoleh apa yang mereka

kehendaki.” (Kusumohamidjojo, Phil. Budiono, 2019, hal. 9).
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Oleh karena itu, Kontrak merupakan suatu perjanjian yang tertulis
antara dua pihak atau lebih, mengatur tentang hak dan kewajiban (saling)

melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. (Satrio., 1992, hal. 33)

Perubahan BAKN menjadi BKN pada tahun 1999 di sebabkan

menyelenggarake asional. Keberadaan dari

"
YQgae

BKN di perkuat dala ayat (2) huruf d bahwa untuk
menyelenggarakan kekuasaan, Presiden mendelegasikan kepada BKN
beberapa kewenangan yang terkait dengan pengelolaan-pengelolaan ASN,
standar pengelolaan ASN, standar, prosedur, serta pengawasan dan

pengendalian penerapan standar manajemen ASN. Hal ini ditegaskan

kembali dalam pasal 49 “Undang-Undang No. 5 Tahun 2014” bahwa
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wewenang BKN berupa mengawasi dan mengendalikan pelaksaan norma,

standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Adapun fungsi BKN termasuk dalam “Pasal 47 UU No. 5 Tahun

20147, yaitu sebagai berikut:

oleh instansi

memproses dan

ASN berbasis kompetéRsI yang didukung oleh sistem informasi
kearsipan yang komprehensif
e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan

kebijakan manajemen ASN

f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

g. Mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan
prosedur manajemen kepegawaian ASN. (Sri Hartini S. M., 2017,

hal. 26-27)

Hak yang, diperoleh dari PNS selama bekerja di bawah naungan

Lamanya cuti sama gan cuti melahirkan.

4. Jangka waktu cuti bersalin atau melahirkan pada angka 1 yakni selama 3
(tiga) bulan.

5. Pelaksanakan cuti bersalin atau melahirkan yang disebutkan dalam
angka 1, Pegawai Negeri terkait harus menulis permintaan tertulis yang
ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk di berikan cuti

melahirkan.
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6. Berdasarkan permintaan tertulis yang disebutkan dalam Pasal 5, Pejabat
yang berhak memberi cuti harus memberikan cuti melahirkan Pegawai

Negeri terkait.

~

Pengajuan cuti melahirkan dan cuti seperti yang dijelaskan dalam angka

I penggunaan.

8. ‘ ‘ QR““ .&# peminta cuti

memperoleh

10. Pen@la ang 3 a9 ' upah pokok,

merumuskan

diperlukan untuk cuti dari penanggung jawab Badan Kepegawaian Negara.
Jangka waktu cuti hamil nasional sama dengan masa cuti melahirkan. Jika tidak
ada tanggung jawab negara, PNS terkait tidak akan menerima pendapatan dari
negara, dan jam kerja mereka tidak akan dihitung sebagai masa kerja PNS.
Jangka waktu cuti melahirkan yakni 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2

(dua) bulan setelah melahirkan. Untuk mendapatkan cuti melahirkan, pegawai

perempuan yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan

9
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tertulis kepada pejabat yang berwenang. Cuti melahirkan diberikan secara
tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti melahirkan. Selama

Pegawai perempuan cuti, PNS terkait bisa mendapatkan penghasilan penuh.

(Zahrani Khairunnisa, 2019, hal. 1093)

Nomor 1188 g \O piffPasal 399 ayat
2 “Dalam
menunggu
pejabat ya perkerja dapat
memberika atas cuti”

anita ini tidak

enambah masa

S8 e

= S
N
=0
@
%
3
@
3
O
@
=
)
S

wanita yang melanggar disiplin kerja Karena tidak masuknya PNS wanita setelah
habisnya masa cuti yang telah diberikan tersebut.

Dari permasalahan yang melatar belakangi di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas mengenai penyajian judul
penelitian ini : PENERAPAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PEGAWAI DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BERDASARKAN PERATURAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA

10
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CARA PEMBERIAN CUTI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TEMBILAHAN.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat dirumuskan

permasalahan sg

Indragiri Hilir Tembilaha
b. Untuk mengetahui apakah Sanksi yang di berikan kepada Pegawai
Wanita apabila masa cuti telah berakhir dari yang telah ditetapkan
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
a. Penelitian ini diharapkan agar memperkaya literatur serta

pengembangan ilmu di dalam bidang Hukum Perdata mengenai

11
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permasalahan Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Aparatur Sipil
Negara
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi

pembaca dan masyarakat terutama untuk Pegawai Negeri Sipil

engertian J.S
Badudu daRn St yhammad a2 peAda, jalan, atau
akibat. Me [ an enerap: : a berpasangan.
erapan adalah
suatu tindakel " AN SeCe < ! ) ntuk mencapai

suatu tujua

penanggung jawab atas manajemen, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap penerapan tersebut.

Menurut beberapa ahli, penerapan merupakan praktik metode, dan teori

untuk mencapai tujuan dan merupakan perilaku suatu kelompok atau kelompok

kepentingan yang direncanakan dan diatur sebelumnya. (Salim, 2002, hal. 46)

2. Pengertian Hak Cuti
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benar
adalah hal yang benar, milik, milik, wewenang, dan hak untuk melakukan
sesuatu. Cuti adalah keadaan absen yang memungkinkan suatu jangka waktu

tertentu. Cuti merupakan salah satu hak pegawai negeri dan “pegawai swasta”.

Pemerintah dan_g an karyawan harus

N ‘ \H\ﬂ“ .Qﬁ

gpada PNS untuk

semacam ini

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Mentri kementrian, Jaksa Agung serta Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, KABIN

“Kepala Badan Intelejen Negara” serta pejabat lain yang di

pilih Presiden;
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c. Seretaris Jenderal lembaga negara, lembaga nonstruktural,
Sekretarias Mahkamah Agung;
d. Gubernur Provinsi;

e. Bupati atau Walikota di Kabupaten/ Kota.

3. Pejah pegawaiag memberikan setengah

e[ d ..‘\
Rr \E\“ .& a | kawasan

lembaga yang

Btell pimpinan yang

dan ketentua : ini ANe asaq). 5-jenis cuti yang

tersedia:

yakni 12 (dua belas) harf masa bekerja. Namun setiap cuti tahunan
di ambil 3 (tiga) hari masa kerjanya. Maksudnya, setiap cuti
tahunan ini tidak dapat di kurang dari 3 (tiga) hari masa kerjanya.

b. Cuti Besar

Saat masa cuti besar, Pegawai terkait masih bisa menerima
penghasilannya penuh, kecuali tunjangan kerja, sehingga tunjangan

tidak diterima. Pegawai yang bekerja terus menerus selama

14



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

minimal 5 (lima) tahun tanpa gangguan dapat mengambil cuti

dalam jumlah besar. Durasi cuti ini adalah 3 (tiga) bulan.

. Cuti Sakit

PNS dengan cuti sakit mulai dari 1 (satu) atau 2 (dua) hari sampai

pengambil cuti sakit,

LTSS M) ",

Untuk bisa mendapatkan cuti karena alasan penting, maka Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan
secara tertulis dengan menyebutkan apa alasan-alasannya kepada
pihak pejabat yang berwenang memberikn cuti. Cuti karena alasan
penting diberikan secara tertulis oleh pihak pejabat yang
berwenang memberikan cuti. Dalam keadaan darurat, jika PNS

terkait tidak sabar menunggu keputusan pejabat yang berwenang
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untuk mengajukan cuti, maka pejabat tertinggi yang ada di tempat

kerja PNS terkait dapat memberikan cuti sementara karena alasan

penting.

ni dapat di perpanjang
selama 1 aht asi yang tidak dibayar
menyebabkan pegawal Yyang bersangkutan diberhentikan, kecuali
untuk persalinan langsung.
3. Pengertian Pegawai
Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat “PNS” adalah warga negara
Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, diangkat menjadi pegawai tetap
Aparatur Sipil Negara yang disingkat menjadi “ASN” oleh pejabat pembina

kepegawaian buat menduduki suatu jabatan pemerintahan.
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Menurut Kranenburg pengertian “PNS (yaitu pejabat yang dilantik),
sehingga definisi tersebut tidak termasuk kepada mereka yang memegang
jabatan perwakilan, seperti anggota parlemen, presiden.” Logmann memberikan

definisi pegawai negeri melalui penggunaan standar material, yaitu “pejabat

ang bekerja

pada pemerini e ~ karena itu

namun dalam beberapa S 4 DE an  sa PNS. Mengenai

pemahaman “stipulatif”’, adanya unsur dari PNS, yakni:

1) WNI yang sudah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-
undangan;

2) Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai Pegawai ASN
tetap.

3) Diserahi tugas-tugas dalam jabatan pemerintahan.

4) Diberi gaji sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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Pada umumnya kewenangan untuk dapat diangkatnya seorang PNS oleh
presiden, untuk paling banyak pada jenjang jabatan atau pangkat tertentu,
presiden berhak melimpahkan kewenangannya pada menteri serta pejabat yang

lain. Namun, menteri juga berhak melimpahkan kekuasaan kepada menteri atau

pejabat lainnya d d., 2017, hal. 33)

pﬁ\‘ .’ .

Fp S

Wy,

“\\‘\\ L))
S

3) Pejabat Pembina™ Kepegawaian yang dapat memberikan
setengah kewenangannya kepada pejabat/petinggi yang ada
di kawasan tersebut untuk memberikan cuti.

4) Keputusan memberikan kewenangan memberi cuti yang

dimaksud pada angka 3 dibuat menurut contoh

5) Cuti untuk Pegawai yang ditugaskan pada suatu lembaga

yang tidak termasuk dalam kementrian diberikan oleh pejabat
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yang bersangkutan. (Peraturan Badan Kepegawaian Negara
No.24 Tahun 2017)
E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman makna di dalam penelitian, maka

peneliti meyakl i dlul kajian tentang hak

“\R““ .@a‘ jukan cuti

Dinas Perdagange egletak  di  Indragiri  Hilir
pembinaan dan pengembangan sektor 1ndustri dan perdagangan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 adalah
peraturan yang di jadikan pedoman untuk semua Pegawai Negeri yang ada di
seluruh Indonesia.
F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang jelas dan akurat terhadap penelitian ini,

peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Di lihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan dalam penelitian
observational research yakni survei, yang artinya penelitian dilakukan dengan

langsung turun kelapangan guna mendapatkan informasi dan data berupa

kuisioner dan wa aclitian ini. Penelitian

adalah un

b}

ng mencoba
mendeskri A yang sedang
terjadi atau

2. Lokasi

Suatu populasi merupakan “Sekelompok objek yang tidak berbeda
berisikan kumpulan orang/benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus, waktu dan
tempat dengan karakteristik yang tidak berbeda. Sampel merupakan sebagian
dari adanya populasi di dalam penelitian. Biasanya observasi bukan untuk

populasi, melainkan untuk sampel. (Bambang Sunggono, 2018, hal. 119).

Tabel berikut mencantumkan objek yang ada dalam penelitian ini:
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No. Responden Populasi | Sampel | Presentase
1. | Kepala Ding Perdagangan  dan

100%
2.

100%
Sumber dat

menggunakan

metode se ! ah__iaetode, unakan secara

keseluruhan

memperoleh data langst ®0nden menggunakan kuisioner dan
wawancara. Kuisioner berisikan pertanyaan yang bersangkutan dengan
judul diberikan kepada Pegawai wanita yang telah mengajukan izin cuti
melahirkan. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada kepala
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
(Amiruddin, 2010, hal. 78)

b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang di dapat dari berbagai literatur/buku
bersumber dari pendapat para ahli hukum dan *“Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai

Negeri Sipil” serta peraturan yang terkait dalam penelitian.

Q f
--=. : aedi Efendi,

Kuesioner adalah kumpulan©data di mana peneliti dapat memberikan
pertanyaan berupa responden atau sampel secara publik maupun
pribadi.

6. Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk

menghasilkan data penelitian dengan tidak menggunakan prosedur

analisis statistik atau metode prosedur analisis kuantifikasi lainnya.
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(Lexy J. Moleong, 2019, hal. 6) Penelitian ini bertujuan menghasilkan
penemuan-penemuan atas suatu data atau informasi yang tidak dapat

diolah dengan menggunakan prosedur statistik (Jaya, 2020, hal. 111)

. Metode Penarikan Kesimpulan
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BAB I1
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

lan yang tidak

am Pembukaan

Untuk membuat masyarakat yang sejahtera adalah dengan memiliki

pekerjaan, setiap orang akan memperoleh sumber pendapatan yang cukup untuk
menghidupi kehidupnya dan keluarganya. Arti dan pentingnya bekerja dijelaskan
dalam “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945” yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang ayak bagi kemanusiaan”
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Dengan adanya pekerjaan setiap orang akan dapat menjalani hidupnya
karena menjalani hidup dan kehidupan merupakan bagian dari Hak Asasi

Manusia. (Thamrin, 2018, hal. 11-12)

Dalam pegtimbangan huruf d Undangalndang Nomor 39 Tahun

2@ ﬂﬁ AW dan e b hak asasi warga

U TS LR R

anye

v

|7
enaga kerja Indonesia ad ditetapkannya

o

e \

3S8S akan menjadi dasa standar inklusi
'y

jasmani (mental) ataupun (pikiran) yang selalu diperlukan.
Kemudian seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi, baik di
lembaga pemerintah maupun dalam badan usaha, diartikan juga sebagai

definisi pegawai. (Widjaja, Andi Wijaya, 2006, hal. 15)
Istilah Aparatur Sipil Negara adalah pegawai pemerintah yg berprofesi
menjadi pegawai negeri sipil menggunakan suatu perjanjian kerja pada bagian

instansi pemerintahan.
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Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dengan kontrak kerja
yang diangkat oleh pejabat publik dan ditugaskan untuk mengabdi kepada negara
atau ditugaskan pada negara lain dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pegawai Ne ‘ iSi ‘ Arga negara Indonesia
yang te ‘ ‘BE\‘ .Qe garatur Sipil
Negara ' : J erintahan

b. Diberikan tugas dalam suatu jabatan dan tugas negara lainnya;

c. Digaji menurut peraturan perundang-undangan;

Untuk mendapatkan arti atau definisi dari istilah pegawai negeri,
berdasarkan aturan kepegawaian dan aturan pidana, pengertian pegawai
negeri dapat di bagi menjadi dua yakni dari sudut hukum kepegawaian, dan

pengertian pegawai negeri dari sudut hukum pidana.
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2) Pegawai Negeri Sipil terd

Pejabat yang berwenang pada suatu pemerintahan dapat mengangkat
pegawai tidak tetap. Sedangkan untuk perpindahan PNS dari kabupaten
atau Kota di dalam suatu propinsi, ditetapkan oleh Gubernur setelah

mendapatkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Untuk

atau Kota dan dari

ditaati oleh

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai negeri merupakan warga negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi

tugas dalam jabatan publik, atau diserahi tugas negara lainnya serta diberi
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upah sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawian)

Pegawai Negeri Sipil harus penuh semangat dan memiliki

pandangaan hidup dalam bekerja, penuh inisiatif, dedikasi, dan aktif dalam

pembangunan

mpah dalam

Alhi tugas yang

jawab. Setiap

pegawai pemerintah.

Pegawai ASN bertindak sebagai perencana, pelaksana dan
pemelihara dalam pelaksanaan misi pembangunan nasional dan manajemen
umum melalui pelaksanaan pelayanan dan kebijakan publik yang

profesional, bukan campur tangan politik, korupsi dan nepotisme.

Adapun larangan yang tidak di perbolehkan bagi setiap pegawai

negeri sebagai berikut:
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a. Larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan
kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri
Sipil;

b. Larangan penyalahgunaan wewenang;

surat-surat

i. Larangan bertindak sewenang-wenang kepada bawahan;
j. Larangan untuk melakukan pungutan legal,
k. Dan larangan-larangan lainnya.
2. Jenis-jenis Pegawai Pemerintah
Jenis-Jenis Pegawai Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada pasal 6
“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” tentang Aparatur Sipil Negara terbagi

menjadi:
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a. Pegawai Negeri Sipil
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) adalah

pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil tetap oleh pejabat

pegawai negeri

yang bertugas

2) Pelayan Publik
3) Perekat dan Pemersatu bangsa.

b. Pegawai Negeri Sipi bertugas untuk:
1) Melaksanakan kebijakan publik oleh pejabat pembina kepegawaian

sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
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2) Memberikan pelayanan publik kepada masyakat secara profesional,
jujur, dan adil dalam rangka melaksanakan tugas bernegara, dan

pembangunan;

3) Menjalin hubungan yang kuat dalam persatuan dan kesatuan Republik

4) Perlindungan; dan

5) Pengembangan kompetensi

Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki
hak yang berdasarkan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara) sebagai berikut:
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1) Gaji dan tunjangan
2) Cuti
3) Perlindungan; dan

4) Pengembangan kompetensi

kedinasan;

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

8) Bersedia di tempatkan diseluruh wilayah NKRI. (Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara )
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5. Jabatan dalam Pegawai Pemerintah
Jabatan pegawai di dalam pemerintahan dapat di lihat pada Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara yakni:

a. Jabatan Administrasi;

Jabatan admini jadi 3 sebe

"o
\\\‘ '0.

dalam suatu unit organisa galam melaksanakan tugas kedinasan
harus bertumpu pada keahlian dan keterampilan yang paling ditentukan dan
bersifat pribadi.. Jabatan Fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri

dari tiga jabatan yakni;

1) Jabatan fungsional keahlian terbagi menjadi:
a. Ahli pertama

b. Ahli muda
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c. Ahli madya; dan
d. Ahli utama

2) Jabatan fungsional keterampilan terbagi menjadi:

a. Pemula

ketertiban umum kesejahteraan masyarakat.
Welfarestate E. Utrecht, SNyatakan bahwa; “pemerintah  suatu
welfarestate diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum, seperti
kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah, dan
sebagainya. Banyak kepentingan yang dahulu di selenggarakan oleh usaha
swasta sekarang diselenggarakan pada usaha pemerintah, karena

kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum?”. (Murtika,

1987, hal. 12)
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Pembinaan bagi PNS penting untuk mendapatkan PNS yang
berkualitas sesuai dengan kriteria yang tercantum di atas dan menjadi
pedoman bagi PNS untuk melaksanakan tugas kedinasannya secara

bertanggung jawab dan profesional..

jlt"""“‘i TS

aal -
<>
-
[
Del
&
f:’ sistem Kinerja
L4 |
emungkinkan

sesuai dengan

- ,3. an dengan lulus ujian
rekrutmen dan pe€ ale ghjtlkkan dalam kondisi dunia

nyata.

Oleh karena itu, pembinaan PNS sangat penting dalam mewujudkan
PNS yang profesional sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut, agar
nantinya diharapkan menjadi tenaga kerja yang disiplin dalam

melaksanakan tugas.

7. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
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Pemberhentian pegawai negeri diatur dalam “PP No0.32 Tahun 19797,
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kompeten, dan yang

terpenting bagaimana disiplin bekerja untuk mencapai keadilan dan hak-

hak yang baik.

apat dilakukan
arena “Pasal 87

BNg Aparatur Sipil

entikan dengan hormat

%
sebagai pegawai . meninggal dunia dengan
sendirinya. Namun, bagi pegawai ASN yang dilaporkan hilang, mereka
tidak dianggap meninggal sampai hilangnya mereka paling lambat akhir
Desember sejak mereka dinyatakan hilang. Pejabat yang berwenang

mengeluarkan surat keterangan hilang yang di buat dengan berita acara

paling lambat akhir bulan kedua semenjak yang bersangkutan telah hilang.
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b) Atas permintaan sendiri

Pegawai ASN dapat mengajukan surat pengunduran diri secara
hormat, namun permohonan pengunduran diri secara hormat dapat ditolak

ang berwenang. Permohogan pengunduran diri dari

\'ﬂ‘{s‘

n diatur dalam
at (1) huruf c,

puluh delapan

TS AR WA

-
3
.".“
<

mengakibatkan

pensiun dini terjadi apabife 8Uatu instansi pemerintah mengalami
kelebihan pegawai. Untuk itu pegawai ASN yang keberadaannya tidak lagi
memiliki fungsi secara penuh itu disalurkan ke instansi lain tidak

tertampung secara keseluruhan.
B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pegawai negeri sipil sebagai bagian integral dari pemerintahan,

pegawai negeri harus setia dan mengikuti Pancasila, yang merupakan
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falsafah dan ideologi negara, terhadap negara dan pemerintah. Karena
kesetiaan dan ketaatan seringkali merupakan hasil dari pengetahuan dan
pemahaman yang mendalam, PNS harus mempelajari dan memahami

Pancasila, UUD 1945, hukum dan kebijakan negara, dan buku pelajaran

Jndang-Undang Nomor 43

<z
Sarke and Pndang-Undang Nomor 43
LA\ 2

U rencana atau kegiatan yang akan

Tahun 1999” ya QQ ‘
Tahun 1999”. Kerahasida
berlangsung atau telah dilakukan dan yang dapat mengakibatkan kerugian
besar atau berbahaya jika diberitahukan atau diketahui oleh orang yang
tidak berwenang. Rahasia pekerjaan adalah kerahasiaan tentang atau terkait
dengan posisi. Rahasia kerja dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat,

notulen rapat, peta, atau keputusan lisan dari atasan
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Jika ditinjau dari sifatnya maka akan dijumpai rahasia jabatan yang sifat
kerahasiaannya terbatas pada waktu tertentu dan ada juga rahasia jabatan
yang sifat kerahasiaanya terus-menerus. Biasanya seorang PNS mengetahui

jabatan karena jabatannya atau karena pekerjaannya. Pengungkapan lokasi

rahasia dap

memusatkan se an tugas yang diberikan.

' | \\‘“ﬁ

Gaji adalah imbalan ata¥ atas pekerjaan seseorang dalam

melakukan tugas yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

Dalam hal penegakan disiplin PNS, faktor terbesar yang
mempengaruhi masalah pengupahan adalah masalah gaji. Hal ini
dikarenakan jika seorang pegawal merasa bahwa gaji yang diterimanya
tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan keluarganya, hal

tersebut dapat mendorong pegawai tersebut untuk mencari pekerjaan paruh
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waktu yang akan menjadi kebiasaan dari waktu ke waktu dan berdampak

negatif bagi dirinya..

Dalam *“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian Menyatakan Setiap PNS berhak mengajukan cuti”.

. Ketentuan

Tahun 1976

berwenang, kecuali cuti sakit.

Dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara menyatakan bahwa sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
para pegawai berhak untuk memperoleh cuti”. Kemudian sesuai dengan
“Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil” menjelaskan bahwa cuti

40



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

merupakan keadaan tidak masuk kerja yang telah di izinkan dalam jangka

waktu tertentu.

Selanjutnya dalam peraturan yang menjelaskan lebih rinci tentang

cuti bagi pegawai yang di atur dalam “Peraturan Badan Kepegawaian

pegawai negeri sipil yang telah bekerja terus menerus selama 1 (satu) tahun

atau lebih dengan tidak terputus kegiatannya karena cuti di luar tanggung
jawab pemerintah atau diberhentikan dari jabatannya dengan menerima

tunjangan.

Pegawai yang telah bekerja lebih dari satu tahun berhak menerima

cuti . Masa cuti ini adalah 12 (Dua belas) hari kerja. Namun setiap
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pengambilan cuti tahunan paling lama 3 (tiga) hari masa kerjanya.
Maksudnya, setiap mengambil cuti tahunan ini tidak dapat di kurang
menjadi jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari masa kerjanya. Cuti tahunan

yang tidak diambil pada tahun yang bersangkutan dapat diambil paling

lama 18 (de h ari ja pads h nya dan cuti tahunan

jangka panjang yang dapat ditanggtkan, maka pegawai yang bersangkutan
dapat menerima seluruh penghasilannya selama cuti jangka panjang

tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja selama 5 (lima) Tahun
secara terus menerus berhak atas cuti besar ini selama 3 (tiga) bulan.
Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan hak cuti kerja tidak berhak atas

cuti tahunan pada tahun yang sama..
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Pejabat tersebut menggunakan hak cuti tahunan pada tahun yang
sama dan kemudian hak cuti dinasnya diubah dengan memperhatikan hak
cuti tahunan yang telah dilaksanakan. Bagi pegawai negeri sipil yang

menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, sisa masa cuti besar

masih bisa menerima

sakit selama
nyerahkan surat
Pegawai Yyang

ari berhak untuk

yang dijadwalkan dapat drpegeanjang sampai dengan 6 bulan, jika
diperlukan, berdasarkan surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan

yang ditunjuk oleh pemerintahan bidang kesehatan.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dalam waktu yang
ditentukan harus diperiksa kembali oleh tim pemeriksa kesehatan yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Jika masih belum sembuh, pegawai dapat

diberhentikan dengan hormat karena sakit dan mendapat biaya tunggu
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sampai ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan makan, dan tunjangan kantor sesuai

peraturan pemerintah tentang pemberhentian dengan hormat mengatur

tentang gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.

DI disay yepepe fup udwnyo(q

1. Untuk dapat melaksanaka uti hamil menurut Pasal 325, pejabat
yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan cuti hamil secara
tertulis kepada PPK atau kepada pejabat yang menerima pendelegasian;

2. Hak cuti hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang memberikan hak cuti

hamil.”

c. Selanjutnya cuti bersalin Pasal 327 berbunyi:
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“Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangukatan

menerima penghasilan PNS”.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa PNS dapat mengajukan cuti

hamil untuk kelabiran anak pertama, kedua dan ketiga. PNS perempuan

erdapat dalam

2017” adalah

menurut peraturan atlang-ur gan PNS vyang relevan perlu

melindungi hak-hak keluarga yang meninggal;

c. Cuti karena alasan penting dapat juga terjadi karena dalam anggota

keluarga melangsungkan perkawinan.

Untuk dapat diberikan cuti karena suatu alasan penting, pegawai negeri
sipil yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya dan mengajukan

permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang
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memberikan cuti tersebut. Cuti karena alasan penting dapat diberikan
secara tertulis oleh pegawai yang bewenang memberikan cuti. Jika pegawai

yang bersangkutan tidak dapat menunggu dalam keadaan darurat, pejabat

senior dapat mengizinkan cuti sementara dengan alasan penting untuk

Pada dasarnya, berlibur bersama keluarga bukanlah hak. Oleh
karena itu, pejabat yang berwenang dapat menyetujui atau menolak
permohonan cuti di luar tanggung jawab negara untuk tujuan penting dan
mendesak, kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus
menerus sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dapat diberikan cuti di luar

wilayah hukum negara karena alasan pribadi yang penting dan mendesak.
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Cuti negara yang tidak dibayar diberikan untuk jangka waktu sampai
dengan 3 (tiga) tahun. Cuti diluar tanggungan negara dapat diperpanjang
hingga satu tahun jika ada alasan yang baik. Cuti nasional yang tidak di

bayar dapat menyebabkan pegawai yang bersangkutan diberhentikan,

di dalam
lebih rinci.
pkan pegawai

entikan) dari

Pejabat yang be memberikan cuti sebagaimana
dimaksud di dalam “Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor
24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS” tidak dapat
melimpahkan kewenangannya kepada pejabat lain. Pejabat yang

berwenang memberikan cuti antara lain:

1. Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang dimaksud pada angka (1) terdiri dari:
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. Menteri di Kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian, termasuk

Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh
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BAB I11

PROSEDUR DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

MELANGGAR DISIPLIN PADA DINAS PERDANGAN DAN

PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Prosedur Pg 0 Peraturan Badan

maju dari s
penting yai

hukum ada
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publik, bukan badan hukum privat. Sebagai badan hukum (berbentuk sekelompok
orang), negara memiliki tujuan tertentu yang dicapai melalui kemitraan. Tujuan
suatu negara biasanya tercantum dalam konstitusi dasar negara yang
bersangkutan. Seperti di Indonesia dimana tujuan Negara Republik Indonesia (RI)

tercantum dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 (aliniea ke-1V). (Ridwan N.

A., 2018, hal. 5)
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Ada perbedaan antara pemerintah, baik secara teoritis maupun praktis.
Pemerintah adalah segala sesuatu yang diurus oleh bangsa untuk kepentingan
umum dan nasional. Pemerintah merupakan cara terbaik untuk melaksanakan

tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah adalah organ atau aparatur aparatur

yang melaksanak p arti sempit adalah

‘ ‘\HQ“‘ .g’e &0 Misi-misi

berfungsi 8eli o 3 ific Best ﬂ gcara umum,

pemerintahiies semua ler g iapdlintuk mengatur

dan menegakka Denga e ) kékuasaan negara

(eksekutif,

Mengenai kewajiban seorang pejabat termasuk pegawai negeri, logemann
mengemukakan ada lima (5) macam kewajiban penting yang harus diperhatikan
olehnya. Kewajiban itu adalah:

a. Pejabat termasuk pegawai negeri harus berusaha menjadi seorang pejabat
yang baik seperti harus berusaha sebanyak-banyaknya, dalam arti menurut

dan sesuai dengan kemampuan kerja menjalankan pekerjaannya dengan

50



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

sepenuh-penuhnya. Syarat ini berkaitan dengan syarat kerajinan seorang

pegawai;

. Pegawai negeri sipil dituntut untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas

dan sesuai dengan kapasitas kerjanya. Ini terkait dengan persyaratan
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sendiri serta kepentingan itu tidak dapat disesuaikan dengan asas-asas
hukum yang telah ditentukan bagi pekerjaan tersebut. Syarat ini berkaitan
dengan syarat dapat mengutamakan kepentingan jabatan di atas

kepentingan sendiri.

Di samping secara teoritis, maka perlu disinggung pula mengenai
penjabaran macam-macam jabatan secara normatif. Dalam “Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian”
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sebagaimana yang telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999” maka dikenal beberapa macam jabatan. Jabatan karier, adalah sebuah
jabatan sebagaimana diatur pada “Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999” yang berbunyi, yang dimaksud jabatan adalah jabatan yang

menyatakag - | hak seorang pegawai

‘ ‘ ‘R‘ﬂ“‘ .'e Nurmalita

20)

Salah satu pilar negara hukum adalah perlindungan hak asasi
manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara untuk menegakkan hak
asasi manusia dalam segala keadaan. Pemerintah harus melaksanakan
kewajiban hak asasi manusianya berupa penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak warga negaranya. Indonesia telah meratifikasi banyak

instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional termasuk dua konvensi
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hak asasi manusia (HAM) inti, yaitu Konvensi Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) bersama dengan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(ICESCR) dengan “Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2005”.

Konsekuensinya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak

ali dalam keadaan

L yang peneliti
Perindustrian
i melahirannya
pgawai tersebut

ghasilan secara

tidak disiplin. Adapun jawaban dari Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan adalah dengan
sanksi lisan yang di berikan oleh kepala bagian kepegawaian menegur
terlebih dahulu para pegawai yang mengambil cuti tetapi lebih dari 3 (tiga)
bulan lamanya. Lalu kepala bagian kepegawian di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian tersebut akan menegur secara langsung kepada pegawai yang
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bersangkutan. Teguran ini berupa peringatan secara langsung agar lebih
memperhatikan disiplin setiap pegawai yang melakukan penyimpangan

seperti dalam hal berlebihan ketika mengambil hak cuti melahirkannya.

Namun sangat disayangkan pemerintah tidak mengatur secara rinci

tu yang akan
ah pihak dari

Jerikan disiplin

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
kabupaten Indragiri Hilir. Karena yang memberikan dan menerbitkan surat
cuti melahirkan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan (Peraturan Badan Kepegawaian

Negara Nomor 24 Tahun 2017) .
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Pejabat yang memiliki wewenang dalam memberikan cuti terhadap
permohonan cuti tersebut harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.
Disamping harus melalui perosedur yang sudah ditentukan, yang

bersangkutan juga harus dan wajib melaksanakan dan melengkapi

g bersangkutan dan

tedi, 2011,

. Jangka waktu cuti melahirkan adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua)

bulan setelah melahirkan.

. Untuk dapat diberikan cuti hamil atau cuti melahirkan, pegawai negeri

sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis dari

pejabat yang berwenang memberikan cuti tersebut.
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. Wanita hamil berhak menerima cuti hamil secara tertulis dari sumber yang

berwenang.

. Jika yang bersangkutan sedang cuti hamil, maka PNS perempuan yang

bersangkutan memiliki penghasilan penuh.

tahap dalam mengurus cuti™ atau melahirkan di Dinas Perdagangan
dan Perindustrian di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan terhadap para
pegawai wanita ini adalah Pegawai yang berstatus sebagai Pegawali
Aparatur Sipil Negara dalam Pegawai Negeri sipil dan juga Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wanita yang mengambil cuti
melahirkan tersebut, di mana masa dalam kandungannya sudah mencapai 8

(delapan) bulan lamanya agar tidak membuang masa cuti yang di ambil
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nantinya. Untuk salah satu prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah
agar pemohon dapat membuat surat permohonan dirinya yang akan di
ajukan dan juga melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan,

selanjutnya semua berkas persyaratan itu di serahkan kepada pejabat yang

berwenang

Presentase

1. Mudah 3 100%
2 Rumit 0 0
Total Responden 3 100%

Sumber Data: hasil kuisioner peneliti terhadap responden bulan mei tahun

2021
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Dari tabel 111.1 di atas dapat di lihat mengenai tanggapan responden
dengan presentase nilai tinggi adalah pada jawaban mudah sebanyak 3
orang responden dengan presentase sebesar 100%. Hal ini membuktikan

bahwa pelaksanaan pengambilan atau tata cara yang diberikan untuk

mudah dan tidak sulit

’u@ hengu cuti melahirkan di Dinas
WG

Perdagangan dan Perind® Plpaten Indragiri Hilir Tembilahan

tidak dijelaskan dalam “Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999” maupun

didalam *“Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017” ataupun didalam

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, tetapi persyaratan dalam hal

mengurus cuti ini ditentukan dari kebijakan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Indragiri

Hilir. Karena yang memberikan dan menerbitkan surat cuti melahirkan
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adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) itu sendiri.

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang cuti

melahirkan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita akan diberikan

'\ta\‘i ¢ 5

Hd

: ‘mﬁ\%\“‘g

N
=
-

NiM@aiPegi pegawai negeri sipil di

Q?‘\\‘;

Dinas Perdagangan

prosedur untuk
di Kabupaten Indragiri Hilir

Tembilahan.

Adapun jawaban yang diberikan oleh kepala Dinas Perdagangan
dan Perindustrian di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan untuk tahapan

yang dilakukan oleh pemohon yakni sebagai berikut:

1. PNS yang bersangkutan dapat membuat keterangan pribadi untuk

mengajukan permohonan cuti melahirkannya.
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. PNS vyang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang telah

ditetapkan karena syarat-syarat tersebut dibutuhkan untuk kelancaran

dalam mengurus cutinya.

. Kemudian setelah surat keterangan permohonan dari pemohon dan

Qonan  cuti

t meneruskan
pgawaian  dan

paten Indragiri

Tembilahan. Lamanya untuk mendapatkan surat cuti melahirkan atau
bersalin ini tergantung apakah Kepala Dinas sedang berada ditempat atau

tidak.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017 mengenai cuti melahirkan atau bersalin ini menyatakan

bahwasannya;
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“Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkannya, PNS yang
bersangkutan agar mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti”

Kemudian berdasarkan kuisioner yang penulis bagikan kepada

" ‘ Presentase
g
/
1 T' 66,7%
2. 33,3%
100%

Sumber Data: hasil kuisioner pemefiti terhadap responden bulan mei tahun

2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden adalah 3 (tiga)
orang Pegawai Negeri Sipil wanita, 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil
wanita mengatakan lamanya pengurusan cuti melahirkan 1 hari— 1 minggu
di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan presentase 66,7 % sangat

mudah dan tidak berlangsung lama dalam pembuatan surat pengurusan cuti
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melahirkan tersebut sedangkan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil wanita

menjawab >1 minggu dengan presentase 33,3% .

Kemudian saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu

staf pegawai yang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di

7a penyelesaian
I wanita yang

an karena surat

melainkan dengan pengawase Dinas Perdagangan dan Perindustrian

di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu
staf kepegawaian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten
Indragiri Hilir Tembilahan tentang bagaimana monitoring yang dilakukan
terkait cuti melahirkan. Adapun jawaban yang di berikan dalam menangani

cuti melahirkan khususnya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di
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Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan, dengan cara melihat langsung atau

menjenguk pegawainya ketika sesudah melahirkan.

Tujuan utama pemantauan adalah untuk menghindari penyimpangan

atau penyimpangan dari harapan dan untuk mendukung pelaksanaan

tampaknya

alasannya antara

serta kekuasaannya sendirt..

. Rujukan pengawasan adalah undang-undang yang mengatur dan membatasi

kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum yang objektif dan
formal (rechmatigheid), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat

(doelmatigheid).

3. Ada kesesuaian antara tindakan dan tolok ukur yang telah ditentukan.
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4. Jika ada tanda-tanda penyimpangan dari pengukuran, tindakan pencegahan
akan diambil.

5. Jika ada ketidaksesuaian dalam pengangkatan, maka koreksi dilakukan
dengan mengambil tindakan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan

017, hal. 41-44)

LS L

pegawainya untuk mentaati dan menjalankan etika dalam berkerja. Sanksi
yang diberikan dapat berupa ancaman hukuman yang merupakan salah satu
tindakan agar Pegawai Negeri Sipil dapat mematuhi dan dapat memberikan
efek jera bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan dalam Kedinasan

Perkantoran.
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Setiap Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan waktu untuk cuti
yakni selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan “Peraturan Pemerintah No. 11
Tahun 2017 dan “Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun

2017” yang mengatur perihal cuti tentunya mengenai cuti melahirkan.

Didalam R i ang pembagian cuti

N 1 !&‘&\‘&“ .QJ

Tabel 111.3

Tanggapan responden mengenai lamanya waktu dalam menjalankan
cuti melahirkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di

Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan.
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No. Jawaban Jumlah Presentase

Responden

1. 3 bulan 2 66,7%

elah annya. Dengan demikian

\\‘:""

pegawai wanita tersebut™a anksi. Karena didalam “Peraturan
Badan Kepegawian Negara Nomor 24 Tahun 2017” telah ditetapkan
dengan jelas aturan lamana cuti melahirkan yakni 3 (tiga) bulan lamanya.
Pengecualian untuk pegawai negeri wanita yang diharuskan untuk dirawat
terlebih dahulu atau karena hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan

langsung bekerja dengan syarat pegawai wanita tersebut dapat

melampirkan surat sakit dari dokter secara jelas yang akan diberikan
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. Sanksi moral sebagaimana aksud dalam ayat (1) berupa:

kepada pihak Dinas, dimana surat tersebut harus dikeluarkan dari rumah

sakit.

Berdasarkan Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi yang diatur

dalam Peraturan Pemerintahan di masa sekarang ini bahwa:

a. Pernyataan secara tertutup; atau

b. Pernyataan secara terbuka

. Dalam ketentuan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jenis

pelanggaran yang dilakukan pegawai harus ditentukan.
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5. Pejabat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di

lingkungannya sekurang-kurangnya sebagai pejabat struktur eselon 1V.”

Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan maka berdasarkan hasil

egeri Sipil

yang telah

AN Y

<20 ER

e

Presentase

1. 66,7%
2. Tidak Ada 33,3%
Total Responden 3 100%

Sumber Data: hasil kuisioner peneliti terhadap responden bulan mei tahun

2021

Berdasarkan Tabel 111.4 mengenai tanggapan responden tentang
adakah sanksi yang di berikan kepada para pegawai negeri sipil wanita

yang menjalankan cuti lebih dari batas waktu yang telah ditentukan di
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kabupaten Indragiri Hilir
Tembilahan adalah tanggapan responden dengan jawaban “Ada” sebanyak
2 orang dengan presentase 66,7% dan tanggapan responden dengan

jawaban “tidak ada” sebanyak 1 orang dengan presentase 33,3%. Pada

i jelas, meskipun tidak
‘nm\\‘ '90 L ot para
' gambil cuti
ya di dinas

ah dari aturan

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kabupaten Indragiri Hilir
Tembilahan tentang sanksi apa yang pantas bagi Pegawai Negeri Sipil
wanita yang mengambil atau menjalankan masa cuti melahirkannya secara
berlebihan ini. Adapun jawaban yang diberikan kepala dinas ini adalah
apabia terdapat pegawai negeri wanita khususnya yang mengambil cuti

melahirkan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak
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mengikuti peraturan yang ditetapkan ini, maka langkah yang dilakukan
oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kabupaten Indragiri
Hilir Tembilahan ini adalah dengan cara mengegur secara langsung terlebih

dahulu para pegawai negeri wanita yang bersangkutan tersebut. Teguran

yang merug ala kepegawaian yang

‘ ‘ m%‘h‘ ‘ .Qa penegur para

ePala Dinas atau
engetahui dan
a berpengaruh
cuti. Dengan

megambil cuti

. @ ““q‘, angsung yang di ucapkan
oleh kepala bagian kepég genai kedisiplinan seorang pegawai
negeri yang mempunyai wewenang dan hak untuk memberikan hukuman
atau sanksi kepada pegawai tersebut untuk secara tegas sebagai hukum
disiplin bagi para pegawai negeri yang melakukan pelanggaran. Sanksi
teguran yang di sampaikan oleh Kepala Dinas tidak langsung kepada para

pegawai tetapi melalui kepala bagian kedisiplinan di dinas tersebut, teguran

ini di sampaikan dan diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan
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disiplin kerja. Teguran ini diberikan agar setiap para pegawai ASN bisa

lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaannya.

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya,

baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan_keluarganya. Setiap orang

1. Disiplin Ringan a. Berupa Teguran Lisan.
b. Berupa Teguran Tertulis.

c. Berupa Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Disiplin Sedang a. Penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun.
b. Penundaan kenikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.
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c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

1 (satu) tahun.

3. Disiplin Berat a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

3 (tiga) tahun.

yang bersangkutan yang™@ #figan Pemberian ASI Ekslusif tidak
sejalan. Karena pemberian ASI Ekslusif yakni ASI yang diberikan kepada
bayi dari lahir yakni 6 (enam) bulan, sementara dengan waktu lamanya cuti
melahirkan adalah 3 (tiga) bulan. Dengan adanya alasan dengan pemberian
ASI Ekslusif ini peneliti bertanya kepada responden, tepat pada tanggal 31
Mei 2021 mengenai Apakah ada ruangan yang khusus untuk pegawai

wanita yang baru saja melahirkan untuk dapat memberikan ASI kepada
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bayinya, dan jawaban dari responden adalah tidak adanya ruangan khusus
untuk memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya sehingga para Pegawai
wanita ini harus dapat mengatur waktu untuk memberikan ASI Ekslusif

kepada bayinya, sehingga para pegawai wanita mengalami kesulitan saat

pulang kerumah untuk

“!\'ﬁ\“ .@0 ayusui dapat

sangat diharapkan untuk pemerintah mendorong agar tersedianya ruangan
khusus untuk para pegawai negeri sipil wanita yang masih di wajibkan
untuk memberikan ASI Ekslusifnya sehingga tidak terjadinya tidak

disiplinnya seorang pegawai yang lalai terhadap waktu kerjanya.

Selanjutnya mengenai perihal apakah selama menggunakan cuti

melahirkannya, para pegawai wanita ini tetap di berikan penghasilan yang
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tetap, Tepat pada tanggal 31 Mei 2021 peneliti melakukan kuisioner kepada
pegawai wanita yang telah melahirkan tersebut dapat di lihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 111.6

mengambil cuti melahirkan ap diberikan gaji yang sesuai. Padahal
sudah jelas bahwa dengan diberikannya gaji yang sesuai ini tidak membuat
pegawai wanita yang tidak disiplin terhadap waktu dan juga masa cutinya
jera dan menganggap ini adalah hal yang biasa terjadi. Peneliti berharap
sebaiknya Kepala Dinas tidak hanya memberikan teguran hanya secara

lisan tetapi juga memberikan sanksi yang tegas seperti halnya memberikan

sanksi seperti penundaan terhadap gaji atau dengan sanksi yang tegas

74



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

lainnya sesuai dengan prosedur tentang disiplin terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang dapat membuat pegawai tersebut jera atas tindakannya agar tidak

mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Pada “Pagsal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 2 Undang-

menjamin pemenuhan keb® yang layak bagi pekerja/pekerja dan
keluarganya, meningkatkan  produktivitas pekerja/karyawan, dan
meningkatkan daya beli penduduk, sebagaimana diatur dalam “Peraturan
perundang-undangan. pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015

tentang gaji”. (Thamrin S, 2019, hal. 58-59)

Dengan adanya “Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

20107, bahwa Pegawai negeri yang tidak mematuhi semua peraturan dapat
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dikenakan tindakan disiplin. “Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 menegaskan untuk tidak melebihi ketentuan hukum pidana”.
Karena setiap pegawai negeri sipil yang bekerja di wilayah Republik

Indonesia dengan tidak terkecuali di Dinas Perdagangan dan Perindustrian

melaksankan dan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

mengajukan
angkutan harus
rat keterangan
kan ke kepala

n oleh kepala

““uh-- 2 SDIM) kabupaten Indragiri
—t

La Pegawe wanita bias menjalankan

e

Hilir, setelah s0 ’ a ‘

cutinya. Dalam ketentt8 Badan Kepegawaian Negara dan
Peraturan Pemerintah yang khusus membahas perihal cuti, dapat dilihat
dari prosedur atau tata cara dalam pemberian serta pengambilan cuti
melahirkan yang sudah ditetapkan. Meskipun masih terdapat beberapa
kekurangan yakni masih terdapat Pegawai Negeri Sipil wanita yang

mengambil masa cuti melahirkannya secara berlebih dari waktu yang

sudah di tetapkan oleh Peraturan, padahal mengenai hal tersebut telah di
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tuang kedalam peraturan secara jelas perihal lamanya masa cuti
melahirkan yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut.
Kemudian mengenai masa lamanya cuti melahirkan yang di kaitkan
dengan Pemberian ASI Ekslusif ini tidak sejalan, Karena pemberian ASI

Ekslusif di : A a waktu lamanya cuti

sudah mengatur denga dSa cuti melahirkan yakni selama 3
(tiga) bulan lamanya. Yang mana Peraturan ini di berikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawian agar dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung
jawab yang tinggi sebagai salah satu abdi masyarakat, agar terbentuk
dan terciptanya abdi masyarakat yang berkualitas dalam menjalankan

tugas-tugas kedinasannya.
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2. Sebaiknya kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten

Indragiri Hilir Tembilahan dapat memberikan hukuman atau sanksi
yang tegas dan adil yang dapat memberikan keadilan kepada setiap

Pegawai Negeri Sipil khususnya wanita yang telah mengambil masa

cuti se g seperti teguran secara

‘ ‘h%‘\‘\ .ba‘ a bagi setiap
ﬁﬂ%ﬁgmgc]Mr 13S0 lam disiplin

‘\\\\\\\\\\\a\ ‘%;E

%
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perdagangan dan

Di Kabupaten
iaan Bapak/Ibu

bungan dengan

Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan ?

2. Apa saja syarat yang harus dilampirkan dalam mengajukan izin
cuti melahirkan ?

3. Apakah syarat dalam pelaksanaan pengambilan izin cuti
melahirkan ditentukan oleh kebijakan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian atau berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian
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Negara No.24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Culti
Pegawai Negeri Sipil ?
4. Apa sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita

yang menjalankan Izin Cuti Melahirkan lebih dari waktu yang telah

-~
[
@

“\\\\\\E\\ :

N
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Lampiran 11

KUESIONER
Judul Penelitian: Penerapan Hak Cuti Melahirkan Berdasarkan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara No.24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pemberiag Al C[ | gap Pegawai Dinas

a. Mudah
b. Rumit
Tanggapan responden tentang lamanya Pengurusan Cuti Melahirkan di
Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Tembilahan ?

a. 1 hari- 1 minggu

b. >1 minggu

Berapa lama ibu mengambil izin cuti melahirkan tersebut ?
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a. 3bulan

b. >3 bulan

. Apakah ada sanksi saat ibu menjalankan cuti lebih dari waktu yang telah

ditetapkan ?

menerima

.

‘A L
\: .ﬁ
Rt S
\‘ i
| -
Yy
‘5 ),
.

-
e
I
o
]
g
‘
’

¢

%

87



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

88



